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BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 12 TAHUN 2020  

TENTANG 

PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BULUNGAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka III Nomor 28 

huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana pelaksanaan 

kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya 

yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat 

dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang 

Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah dan 

Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 

Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional; 

c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 

dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/ dan Nomor 

177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka 

Penaganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta 

Pegamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

 

 

SALINAN 

SALINAN 
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d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang 

Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana 

Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak 

Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kempat Atas 

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 

2020 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Bulungan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor  8);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 44) yang telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan; 
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a. Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 

Nomor  4); 

b. Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 

Nomor  7);  

c. Nomor 8 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 

Nomor  8); diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, semula 

berjumlah Rp. 1.271.911.177.076,86 berkurang sejumlah Rp. 110.169.410.085,86 

sehingga menjadi Rp. 1.161.741.766.991,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah: 

a. Semula   Rp. 1.188.911.177.076,86  

b. Bertambah/(Berkurang)      (Rp.     80.169.410.085,86)  

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.108.741.766.991,00 

2. Belanja: 

a. Semula   Rp.1.271.911.177.076,86   

b. Bertambah/(Berkurang)    (Rp.    110.169.401.085,86)  

 Jumlah Belanja setelah Perubahan  Rp.1.161.741.766.991,00 

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan      (Rp.    53.000.000.000,00) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan: 

1) Semula   Rp.   85.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)    (Rp.  30.000.000.000,00)            

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan         Rp.    55.000.000.000,00 

b. Pengeluaran:  

1) Semula   Rp.   2.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.        NIHIL       

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan    Rp.     2.000.000.000,00 
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Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan   Rp.   53.000.000.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp.           NIHIL 

  

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.  

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 15 Mei 202022 April 
2020 

BUPATI BULUNGAN, 

ttd 

                                                                                      SUDJATI 

 
 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 15 Mei 2020 22 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

 

ttd 

 

                          SYAFRIL 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 12  87                     


